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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
 

Menimbang   :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penetapan dan Penerbitan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan.  

 
 
Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

 
 2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);    

 
7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

 



10.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

 
11.   Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

 
12.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 
Seri D); 

 
13.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1).   

 
 

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Tata Cara Penetapan dan Penerbitan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 973/2232.1-Dispenda Tanggal 
10 Desember 2015. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN 
DAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas yang 

memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dispenda 
adalah Kepala Dinas yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah yang selanjutnya 
disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan.      

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah Kabupaten/Kota. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  

11. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang 
digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. 

12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi 
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak, sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat 
yang digunakan oleh Walikota Bekasi untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak.          

 
BAB II 

PENGADMINISTRASIAN PENETAPAN PBB P2 
 

Pasal 2 
 

(1) Berdasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek dan 
subjek PBB P2, Dispenda menghitung dan menetapkan besarnya Pajak terutang 
sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB P2. 



 
(2) Pengadministrasian Objek PBB dikelompokan berdasarkan besarnya pokok 

ketetapan PBB P2, sebagai berikut : 
a. buku I dengan besar pokok ketetapan dari Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 
b. buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 
c. buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 
d. buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan 
e. buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah).  
BAB III 

PENERBITAN SPPT PBB P2 
 

Pasal 3 
 

(1) Penerbitan SPPT PBB P2 dihitung dan ditetapkan besaran PBB yang terutang, 
selanjutnya Dispenda menerbitkan SPPT PBB P2. 
 

(2) Permohonan penerbitan SPPT PBB P2 dari masyarakat yang diajukan melalui 
loket pelayanan : 
a. SPPT PBB P2 diterbitkan sesuai dengan bukti hak surat tanah; 
b. Penerbitan SPPT PBB P2 untuk jenis pelayanan pendaftaran Objek Pajak Baru 

berdasarkan tahun perolehan surat tanah, apabila tahun perolehan hak tanah 
melebihi 5 (lima) tahun, maka SPPT PBB P2 ditetapkan 5 (lima) tahun. 
 

(3) Penentuan tanggal jatuh tempo atas penerbitan SPPT PBB P2 massal pada awal 
tahun pajak ditetapkan setiap tanggal 9 September tahun pajak berkenaan. 
Apabila tanggal jatuh tempo tepat pada hari libur, maka tanggal jatuh tempo pada 
hari kerja berikutnya. 
 

(4) Penentuan tanggal jatuh tempo untuk penerbitan SPPT PBB P2 atas pelayanan 
Objek Pajak Baru , Mutasi, Pembetulan dan Pelayanan lain yang sejenis, setelah 
tanggal jatuh tempo sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, ditetapkan 1 (satu) bulan 
setelah tanggal penerbitan SPPT PBB P2. 
 

(5) Penentuan tanggal jatuh tempo SPPT PBB P2 atas pelayanan “Penentuan 
Kembali Tanggal Jatuh Tempo”, ditetapkan 1 (satu) bulan berikutnya setelah Surat 
Ketetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Penundaan Jatuh Tempo 
diterbitkan. 
 

(6) Atas ketetapan SPPT PBB P2 yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak selama 3 
(tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dari SPPT PBB P2 tahun berkenaan, 



maka penerbitan SPPT PBB P2 untuk tahun berikutnya akan ditangguhkan sampai 
pajak terutang dibayarkan oleh wajib pajak.    

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Walikota.  

 
Pasal 5 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
 
                Ditetapkan di Bekasi 
         pada tanggal 31 Desember 2015 
 
                 WALIKOTA BEKASI 

 
                  Ttd/Cap 
 
               RAHMAT EFFENDI 
 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 31 Desember 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI  
 
 Ttd/Cap 
 
          RAYENDRA SUKARMADJI 
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